TIGA KASUS PELECEHAN SEKSUAL JADI ALARM, KAMPUS HARUS EVALUASI TOTAL
EFEKTIVITAS SATGAS PPKS

Sabtu, 18 Juli 2026 - diy

SuaralJogja.id - Mencuatnya dugaan pelecehan seksual di tiga perguruan tinggi swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DY) menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan tinggi.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY meminta seluruh kampus tidak lagi sekadar memiliki Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), tetapi memastikan satuan tersebut benar-benar bekerja
efektif melindungi korban.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi, menegaskan evaluasi terhadap Satgas PPKS harus dilakukan secara
menyeluruh, bukan hanya setelah kasus menjadi sorotan publik.

"Kami mendorong setiap perguruan tinggi untuk segera mengevaluasi efektivitas satuan tugas dan mekanisme
pengaduannya,” ujarnya dikutip dari ANTARA di Yogyakarta, Jumat(17/7/2026).

Menurut Muflihul, evaluasi harus mencakup seluruh rantai penanganan, mulai dari upaya pencegahan, sistem deteksi dini,
pengawasan aktivitas mahasiswa di luar kampus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga relasi antara dosen dan
mahasiswa yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

la juga meminta kampus memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang berada dalam posisi rentan atau memiliki
ketergantungan akademik terhadap dosen maupun pembimbing.

Selain itu, setiap perguruan tinggi diminta memiliki standar penanganan yang jelas, termasuk batas waktu penyelesaian
perkara, petugas yang memiliki kompetensi, dokumentasi pemeriksaan, serta penyampaian perkembangan kasus kepada
korban secara berkala.

"Kampus juga perlu menyediakan petugas yang memiliki kompetensi, mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan,
menyampaikan perkembangan penanganan kepada korban, serta menyediakan pendampingan psikologis, hukum, sosial,
dan akademik sesuai kebutuhan," katanya.

Menurutnya, tiga dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan sivitas akademika di sejumlah kampus swasta DIY
sepanjang 2026 harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap sistem perlindungan mahasiswa.

"Kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama tanpa mengabaikan
proses pemeriksaan yang objektif dan hak pihak-pihak yang diperiksa," ujarnya.



Muflihul juga mengingatkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual bukan hanya persoalan etik maupun pidana,
tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik yang diberikan perguruan tinggi.

Karena itu, kampus wajib menjamin tersedianya saluran pengaduan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas
pelapor, memberikan respons cepat, mencegah intimidasi maupun tindakan balasan, serta memastikan korban tetap
dapat menjalankan aktivitas akademiknya selama proses pemeriksaan berlangsung.

la menegaskan korban tidak boleh dipaksa mengulang cerita berkali-kali kepada berbagai pihak karena berpotensi
menimbulkan trauma baru. Korban juga tidak boleh dipertemukan dengan terlapor tanpa persetujuan ataupun dipaksa
menempuh jalan damai.

"Korban tidak boleh dibebani pembuktian secara tidak proporsional atau mengalami kerugian akademik akibat
melaporkan peristiwa yang dialaminya,” tegasnya.

ORI DIY juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pengabaian laporan atau
penyimpangan prosedur dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Di akhir pernyataannya, Muflihul mengingatkan Satgas PPKS di setiap kampus agar bekerja secara independen,
profesional, objektif, dan berperspektif pada korban, tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah.

"Proses etik dan administratif kampus pada prinsipnya tidak boleh digunakan untuk menghalangi korban menempuh jalur
hukum," pungkasnya.
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